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20 Pertambangan boleh

JAKARTA (Bisnis): Sekitar
20 perusahaan tambang
yang menghentikan kegiat-
annva karena terganjal UU
No0.41/1999 tentang Kehu-
tanan akan diizinkan kem-
bali melanjutkan kegiatan-
nya, kata seorang pejabat.

Manuel Kaisiepo, Menteri
Negara Percepatan Pemba-
ngunanKawasan Timur In-
donesia, mengungkapkan
hingga saat ini tim kecil te-
ngah melakukan pengkajian
atas 20 perusahaan tambang
tersebut.

‘Sebanyak 20 perusahaan
itu merupakan hasil seleksi
dari 50 perusahaan yang ber-
masalah. Saya berharap agar
20 perusahaan tersebut se-
muanya dapat melanjutkan
kegiatannya seperti semu-
la,” tutur Manuel, yang juga
anggota tim kecil, di Jakarta
akhir pekan lalu.

Pembentukan tim kecil
yang akan mengevaluasi usa-
ha tambang di hutan lindung
merupakan hasil keputusan
rapat interdep yang dihadiri
oleh Komisi III dan Komisi

di hutan lindung

VIII DPR, Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral,
Menteri Kehutanan, Men-
teri Perekonomian, Menteri
Negera Lingkungan Hidup,
dan Menteri Negara Perce-
patan Pembangunan Kawas-
an Timur Indonesia.

Menurut dia, pada prinsip-
nya para pihak yang terkait
dalam pembahasan tumpang
tindih lahan di hutan lindung
ini sepakat penghentian ke-
giatan ()pcmqional perusa-
haan tambang ini dapat ber-
dampak buruk.

Menurut Manuel, dimung-
kinkan perusahaan tambang
yang dirugikan menuntut
pemerintah Indonesia me-
lalui arbitrase internasional.
Hal tersebut, lanjutnya, sa-
ngat mungkin terjadi kare-
na dalam kontrak disebutkan
perusahaan tambang terse-
but mempunyai hak menun-
tut melalui arbitrase inter-
nasional jika terjadi konflik.

Separoh dari kegiatan ope-
rasional tambang, katanya,
berada di kawasan timur
Indonesia. Jika tidak segera

diambil keputusan, lanjut
pejabat itu, maka masyara-
kat di kawasan ini yang rugi.

“Kontrak Migas dan Kon-
trak Karya Pertambangan
bersifat internasional, halini.
patut dihormati, karena jika
timbul konflik dampaknya
sangat luar biasa,” ujarnya.

Gubernur Irian Jaya J.P.
Salossa menyetujui penda-
pat Manuel.

Menurut dia, seyogianya
ada kriteria jelas suatu wi-
layah dikatakan hutan lin-
dung. (04)
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